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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana tindak pidana ileggal loging dalam 

perspektif hukum positif Indonesia serta konsep pemidanaan bagi para pelaku tindak 

pidana illegal logging dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bersifat 

diskriptif konsep pengaturan tindak pidana ileggal loging Dalam Kajian hukum Positif di 

Indonesia dan konsep pemidanaan bagi para pelaku  kualitataif. 

Illegal Logging merupakan problema berdampak besar, yang seharusnya masuk 

pada kejahatan luar biasa. Banyak yang menganggap bahwa kasus ini hal yang biasa 

karena tidak berakibat langsung dengan masalah lingkungan. Pengaturan mengenai tindak 

pidana Ilegal Logging di Indonesia diatur dalam Undang-undang Kehutanan yakni 

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan ilegal logging dalam 

UU tersebut antara lain: perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang 

mengakibatan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya; perbuatan baik 

sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, 

memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil 

hutan. Pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana illegal logging secara umum berkaitan 

dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, yang dapat dikelompokan ke 

dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai 

dengan pasal 412). Unsur pengrusakan hutan dalam tindak pidana ilegal logging mulai 

dari pemikiran tentang perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung 

fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian 

fungsi hutan; 2. Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dilakukan dengan sengaja dan tujuan 

dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut 

(untuk dimiliki); 3. Penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian 

dari kejahatan ilegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam UU 

No.41 Tahun 1999 telah dirumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, 

dibagi atas kejahatan dan pelanggaran, tertuang dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya 

dalam Pasal 78 UU No 41 tahun 1999 diatur dalam Pasal 78, mewajibkan para 

penanggungjawab perbuatan itu membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan 

atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 

hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Pidana llegal logging telah dirumuskan dalam 

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 

sebagai pemufakatan jahat, karena kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian negara, 

kerusakan kehidupan sosial budaya, lingkungan hidup yang sangat besar, serta telah 

meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan 

internasional. 
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PENDAHULUAN 

Tak dapat dipungkiri, eksistensi hutan sangatlah essensial dan memiliki bebagai 

manfaat baik secara langsung (tangible)ataupun secara tidak langsung (intangible). 

Secara langsung, hutan memainkan perannya sebagai tempat penyedian kayu, habitat bagi 

berbagai flora dan fauna, dan sebagai lokasi beberapa hasil tambang. Sumber data yang 

beragam serta perbedaan metode dan klasifikasi, akan menyulitkan penghitungan laju 

perubahan tutupan hutan setiap tahunnya. Sebagai contoh, analisis FAO (Food and 

Agricultural Organisation) mengatakan tutupan hutanIndonesia pada tahun 2005 hanya 

sekitar 88,5 juta hektar atau sekitar 48,8% dari total luas lahan dan 46,5% dari total luas 

wilayah. 

Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan 

kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Illegal logging 

merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan.Sejauh ini hingga tahun 2012 

belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Illegal 

Logging secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai Illegal Logging tersebar dalam 

beberapa peraturan yang hanya sekedarnya saja dan tanpa adanya penjelasan lebih 

terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana. 

Penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari 

kawasan hutan secara tidak sah dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging saat 

ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan 

memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan 

adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. 

Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong). 

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam illegal logging adalah 

pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun 

penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan 

membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging. 

Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai 

pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli 

kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan 

membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada 

masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. 

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran aparat penegak 

hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab 

terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-

undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua 

undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk 

menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun secara limitatif undang-undang 

tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging. 

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan 

Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah 

penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah. Illegal logging atau pembalakan liar 

atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu 

yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal 

logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. 

 

PEMBAHASAN 

Permasalahan illegal logging (pembalakan liar) tidak pernah selesai dibicarakan. 

Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak 



kunjung mencapai titik temu. Seperti fenomena gunung es, kasus yang mencuat ke 

permukaan hanyalah sebagian kecil dari praktik pembalakan liar yang melibatkan 

masyarakat, korporat, aparat, dan pejabat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, 

kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan.  

Sejauh ini, tidak ada satupun peraturan perundangan memberikan pengertian 

(definisi) resmi terhadap Illegal logging, padahal pengertian sehingga menjadi sangat 

penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk 

kedalam lingkup Illegal logging. Disinilah salah satu titik masuk yang menyebabkan 

operasi pemberantasan Illegal logging cendrung mengenai masyarakat. Kerusakan hutan 

bertambah ketika penebangan liar, marak terjadi. Penebangan liar telah merusak 

segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya 

dibebani ongkos tebang, tingginya penebangan liar juga membuat harga kayu rusak. 

Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar. 

Selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil 

tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia.
1
 Setidaknya ada dua peraturan perundangan 

yang menyebut Illegal logging sebagai penebangan kayu Illegal yaitu Inpres Nomor 5 

tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) Dan 

peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional tanjung 

puting dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu 

Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia. Untuk memudahkan, dalam makalah ini akan digunakan istilah penebangan 

kayu illegal. 

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan 

suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 23/1997 bahwa ”tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud 

dalam pasal tersebut adalah Bab IV UU No.23/1997 tentang ketentuan pidana, yang 

didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah 

merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan 

hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan Penebangan 

liar (illegal logging) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan 

belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan 

hukum terhadap penebangan liar (illegal logging) masih mengacu kepada ketentuan 

pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Jo Pasal 78 UU No. 41/1999.
2
 

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum 

dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku 

kejahatan penebangan liar (illegal logging). Secara tegas UU No. 41/1999 belum 

memberikan definisi tentang penebangan liar penebangan liar (illegal logging) , dan 

tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam 

bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan liar (illegal 

logging).  

 

KESIMPULAN 

Membahas permasalahan Illegal Logging sebenarnya merupakan sebuah 

permasalahan yang sangat berdampak besar sehingga bila ditelusuri permasalahan 

mengenai Illegal Logging seharusnyamasuk pada kejahatan luar biasa seperti halnya pada 

kejahatan korupsi, narkotika dan juga terorisme. Kenyataannya banyak yang menganggap 

                                                 
1
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bahwa kasus lingkungan merupakan hal yang sepele karena tidak terasa langsung akibat 

yang ditimbulkan melainkan akan terasa beberapa waktu kemudian.  

Pengaturan mengenai tindak pidana Illegal Logging di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang 

Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Unsur-unsur tindak pidana yang 

terkait dengan kegiatan illegal logging dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 

antara lain : a). perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatan 

kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. 2). perbuatan baik sengaja 

maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan 

memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Ada tiga 

jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu 

pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk 

melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku 

secara kumulatif. 
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